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MENGAPA 
MEDIA 
HARUS 
BERPIHAK 
PADA 
PUBLIK?

 Khalayak karya jurnalistik  publik yang perlu dipenuhi 
hak informasi

 Publik mempercayakan pemenuhan hak informasi pada 
media

 Media yang tidak membela kepentingan publik tidak layak



MENGAPA 
JURNALIS 
HARUS 
BERPIHAK 
PADA 
PUBLIK?

 Jurnalis mendapat mandat dari
publik
Wartawan dan Pers adalah pihak yang 
menjalankan upaya pemenuhan hak
warga negara atas “hak atas
informasi” dan “hak untuk
mengetahui” (Pasal 6)

 Rakyat berhak menuntut
pertanggungjawaban pejabat publik
 diwakilkan melalui jurnalis (fungsi
watch dog)

 Tarik-menarik kepentingan antara
kepentingan publik dan bisnis kerap
kali jadi penyebab media berpihak.



MENGUKUR 
KEBERPIHAKAN

MEDIA
(Wahyu Dhyatmika)

 Tajuk rencana, editorial 
Ekspresi sikap, posisi 
resmi redaksi atas suatu 
isu.

 Penelitian  analisis isi, 
framing.

 Sulit diukur jika media 
tidak menunjukkan sikap 
atas suatu isu.



FAKTOR 
PENENTU 
KEBERPIHAKAN 
MEDIA
(Wahyu Dhyatmika)

 Kelengkapan informasi atas suatu isu yang dimiliki media

 Persepsi redaksi atas suatu isu

 Kebijakan editorial

 Kepentingan media, kebutuhan iklan, suap bisa
memengaruhi ketiga faktor



SIKAP MEDIA 
TERHADAP 
ISU 
KONTROVERSIAL
(Wahyu Dhyatmika)

 Tidak memberitakan sama sekali

 Memberitakan dengan tidak berpihak pada kepentingan 
publik

 Memberitakan dengan nada berpihak

 Memberitakan dengan narasumber yang tidak seimbang



KASUS
CICAK vs 
BUAYA
(Wahyu Dhyatmika)

 Media beritakan sengketa KPK-Polri, dengan memihak KPK

 Keberpihakan karena
 Redaksi dan narasumber memiliki informasi yang sama

 Redaksi dan narasumber memiliki persepsi yang sama atas isu

 Redaksi dan narasumber memiliki tujuan yang sama yakni
keberpihakan pada KPK

 Tidak ada intervensi dari pihak yang dirugikan atas berita (polisi) 
dalam bentuk suap/iklan



JURNALISME 
ADVOKASI

 Menurut Morris Janowitz (Jorgensen & Hanitzsch, 2009) Jurnalisme
Advokasi menempatkan seorang wartawan atau jurnalis dalam
posisi sebagai interpreter dan partisipan aktif yang berbicara “atas
nama” kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok-
kelompok yang terabaikan oleh media.

 Merujuk pada indikator-indikator obyektivitas menurut
Westersthall yaitu berupa Faktualitas (Factuality ) dan Impartialitas
(Impartiality )  Jurnalisme Advokasi juga sangat mensyaratkan
unsur Faktualitas dalam setiap pemberitaannya.



KELOMPOK 
MINORITAS 
YANG PERLU 
MENDAPAT 
PERHATIAN 
MEDIA

 Perempuan

 Anak

 Lansia

 Korban HAM

 Buruh, nelayan,gol. 
miskin kota, petani

 Difabel

 LGBT



PERSOALAN 
ISU GENDER 
DI MEDIA 

 Gambaran representasi perempuan di media yang tidak 
menyenangkan

 Keterlibatan perempuan dalam organisasi media yang belum 
seimbang

 Isi media yang tidak sensitif isu perempuan dan anak



TEMUAN 
KOMNAS 
PEREMPUAN 
2015

PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK
PEMBERITAAN 9 MEDIA

TENTANG PEREMPUAN & ANAK

PERSENTASE

Pencampuran fakta dan opini 40%

Pengungkapan identitas korban 38%

Informasi cabul dan sadis 21%

Pengungkapan identitas anak 1%

 Diksi yang Bias

 Stigmatisasi korban

 Jurnalisme obyektif yang melangggengkan perspektif
maskulin dan patriarki.



GENDER



GENDER

 Nasarudin Umar : Gender  Konsep kultural yang digunakan
untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, 
perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada
rekayasa sosial.

 Oakley: Gender  perbedaan atau jenis kelamin yang bukan 
biologis dan bukan kodrat Tuhan. 

 Caplan: Gender  perbedaan perilaku antara laki-laki dan 
perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru
terbentuk melalui proses sosial dan kultural. 

Gender  seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, 
hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan
perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan 
masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.



KESETARAAN 
GENDER

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 
memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia 

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan 
pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) serta 

kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.



INDIKATOR 
KESETARAAN 
GENDER

 AKSES

 PARTISIPASI

 KONTROL

 MANFAAT



KETIDAKADILAN 
GENDER

 STEREOTYPE

 KEKERASAN

 MARGINALISASI

 SUBORDINASI

 BEBAN GANDA



JURNALISME 
BERPERSPEKTIF
GENDER
(Nur Iman Subono)

“…kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu
menginformasikan atau bahkan mem-permasalahkan dan

menggugat terus menerus, baik dalam media cetak (seperti
dalam majalah, surat kabar, dan tabloid) maupun media elek-

tronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan
yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan
perempuan, keyakinan jender yang menyudutkan perempuan

atau representasi perempuan yang sangat bias jender” 
(Subono, 2003).



PRINSIP 
PENULISAN 
DENGAN 
PERSPEKTIF 
KORBAN

 Keberpihakan kepada korban

 Advokasi mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan 
korban

 Advokasi sebagai alat transformasi sosial

 Penegakan HAM, HAP dan Hak Anak



PEDOMAN 
PELIPUTAN 
ANAK

 Non diskriminasi

 Yang terbaik untuk anak

 Kelangsungan hidup dan perkembangan anak

 Penghargaan terhadap pandangan anak



KONTEN 
PEMBERITAAN 
BERPERSPEKTIF 
PEREMPUAN & 
ANAK

Agar berita tidak bias 
perempuan dan anak:

 Memahami dengan baik
KEJ dan UU nomor 40 
tahun 1999.

 Perspektif harus berpihak 
kepada perempuan dan 
anak.

 Pilih diksi yang tepat
agar tidak terkesan
melakukan eksploitasi
terhadap perempuan dan
anak.



KEJ TERKAIT 
PEREMPUAN 
& ANAK 
DALAM 
PEMBERITAAN

 Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita 
bohong, fitnah, sadis dan cabul.

 Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 
menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak 
menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 
kejahatan.



DIKSI 
PEMBERITAAN 
SENSITIF 
GENDER & 
PEDULI ANAK



DIKSI 
PEMBERITAAN 
SENSITIF 
GENDER & 
PEDULI ANAK



DIKSI 
PEMBERITAAN 
SENSITIF 
GENDER & 
PEDULI ANAK



DIKSI 
PEMBERITAAN 
SENSITIF 
GENDER & 
PEDULI ANAK



DIKSI 
PEMBERITAAN 
SENSITIF 
GENDER & 
PEDULI ANAK



CONTOH 
KASUS



CONTOH 
KASUS
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TUGAS 3

Artikel ilmiah dengan tema ‘Praktik pemberitaan terkait kelompok-
kelompok minoritas dan isu lingkungan hidup pada media massa di 
Indonesia.’

Format Luaran:

 Diketik dan dicetak

 Pedoman umum artikel ilmiah, pendahuluan, isi, kesimpulan
(tanpa ada sub judul, cukup definisi per paragraf)

 Minimal 500 kata, spasi single, Calibri, 11pt, margin normal, A4

 Format identitas: Nama_NIM_Kelas diletakan di sebelah kanan
atas sebagai header

 Wajib mencantumkan minimal 2 referensi artikel ilmiah lain, 
format sitasi Oxford

 Dilarang blogspot

 Plagiasi, nilai 0
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